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ABSTRAK 

   

Perjanjian kredit merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan dalam hubungan 

keuangan antara kreditur dan debitur. Namun, dalam praktiknya, kreditur kerap 

menghadapi risiko wanprestasi dari debitur, terutama ketika jaminan tidak cukup atau 

proses eksekusi tidak efektif. Jurnal ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi 

kreditur dalam perjanjian kredit, baik berdasarkan hukum perdata maupun ketentuan 

khusus dalam peraturan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan 

doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum 

terhadap kreditur telah diatur, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti 

lambatnya proses penegakan hak dan belum optimalnya mekanisme eksekusi jaminan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan sistem hukum dan penguatan posisi kreditur 

dalam perjanjian kredit guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik 

pembiayaan di Indonesia. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, 

Jaminan, Kepastian Hukum 

 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Tindak Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang 

paling umum dalam praktik pembiayaan, baik di sektor perbankan maupun non-bank. 

Dalam perjanjian ini, kreditur memberikan sejumlah dana kepada debitur dengan 

kewajiban pengembalian sesuai kesepakatan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak 

jarang terjadi wanprestasi oleh debitur yang mengakibatkan kerugian finansial bagi 

kreditur. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur 

menjadi aspek penting dalam menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi dan stabilitas 

sistem keuangan.1 

Kreditur sebagai pihak yang memberikan kepercayaan dalam bentuk pinjaman, 

memiliki risiko tinggi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Meskipun hukum 

perdata telah mengatur mekanisme ganti rugi atas wanprestasi, dalam praktik sering kali 

kreditur mengalami kesulitan dalam mengeksekusi hak-haknya, terutama ketika 

berhadapan dengan debitur yang tidak kooperatif atau memiliki aset yang tidak memadai. 

 
1 D. Anggraini, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan Hukum 

Perdata,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 9, no. 2, 2021, hlm. 123–134. 
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Hal ini diperparah oleh proses hukum yang lamban dan kompleks, sehingga mengurangi 

efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. 

Selain itu, pengaturan mengenai jaminan sebagai bentuk perlindungan kreditur 

masih menyisakan berbagai kendala. Masih terdapat perbedaan perlakuan hukum 

terhadap jaminan kebendaan seperti hipotek, fidusia, dan gadai, yang berpengaruh 

terhadap kekuatan eksekusinya. Belum lagi adanya celah hukum yang sering 

dimanfaatkan oleh debitur untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa penguatan aspek hukum perjanjian kredit, khususnya yang 

menyangkut perlindungan kreditur, menjadi isu krusial untuk dikaji lebih dalam.2 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh 

mana perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur dan diimplementasikan dalam 

perjanjian kredit di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi 

kelemahan-kelemahan normatif maupun struktural yang menghambat pemberian 

perlindungan tersebut, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat 

mendukung terciptanya kepastian hukum dan keseimbangan posisi antara kreditur dan 

debitur dalam hubungan kontraktual.3 

Dalam konteks perkembangan ekonomi dan hukum yang dinamis, perlindungan 

hukum bagi kreditur juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas 

agar tidak hanya berpihak pada kekuatan ekonomi semata. Meskipun kreditur berhak 

memperoleh perlindungan atas dana yang dipinjamkan, pendekatan yang terlalu represif 

terhadap debitur dapat menimbulkan ketimpangan dan melemahkan upaya restrukturisasi 

utang secara damai. Oleh karena itu, regulasi dan praktik perjanjian kredit idealnya 

mengakomodasi mekanisme penyelesaian yang seimbang, seperti negosiasi ulang, 

mediasi, atau skema restrukturisasi, terutama dalam situasi force majeure atau kesulitan 

ekonomi yang luas. Dengan menyeimbangkan aspek perlindungan dan keadilan, sistem 

hukum dapat memberikan jaminan keberlanjutan transaksi keuangan yang tidak hanya 

melindungi kreditur, tetapi juga mendorong kepatuhan dan tanggung jawab debitur secara 

berkelanjutan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian 

kredit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 

2.   Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi kreditur dalam menegakkan haknya 

ketika terjadi wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit? 

 

 

 

 
2 F. Ramadhan, “Efektivitas Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Wanprestasi,” Jurnal 

Hukum dan Pembangunan, vol. 51, no. 3, 2021, hlm. 421–438. 
3 M. Yuliana, “Kepastian Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dan Perlindungan bagi Kreditur,” 

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 88–99. 
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C. Metode Penelitian  

 Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode 

penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran 

secara sistematis, metodologis dan konsiste.4 Metode Penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder.5 Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan 

penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf 

sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.6 Dilihat dari sifatnya, penelitian 

ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta 

menganalisa permasalahan yang ada pada hukum.7 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Perlindungan Hukum Kreditur: Kendala dan Solusi 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam 

perjanjian kredit telah diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan, 

khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perbankan. 

Ketentuan mengenai wanprestasi, jaminan, dan penyelesaian sengketa menjadi dasar 

hukum yang kuat bagi kreditur untuk menuntut haknya. Namun, implementasi di 

lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lambatnya proses hukum dan 

kompleksitas prosedur eksekusi jaminan yang menghambat pemulihan dana kreditur. 

Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan mekanisme penegakan 

jaminan yang menyebabkan kreditur sulit mengambil langkah hukum secara cepat dan 

efektif. Dalam praktiknya, debitur sering menggunakan celah hukum untuk menunda-

nunda pembayaran atau menghindari kewajiban kreditur. Kurangnya koordinasi antar 

lembaga terkait juga memperburuk situasi ini, sehingga perlindungan hukum yang 

dimaksudkan menjadi kurang optimal.8Selain itu, ketidakseimbangan posisi antara 

kreditur dan debitur dalam negosiasi perjanjian kredit menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan risiko kreditur meningkat. Kreditur yang tidak memiliki kekuatan tawar 

yang cukup kerap terjebak dalam perjanjian yang kurang menguntungkan atau tidak 

mengantisipasi risiko wanprestasi secara efektif. Hal ini menuntut adanya regulasi yang 

lebih tegas dan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kondisi riil di 

lapangan. 

 
4 Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention 

of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. Pharos Journal of 

Theology, 105(2). 
5 Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir 

as an Independent Institution. Jurnal Akta, 9(2), 232-241. 
6 Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying 

Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu 

Hukum, 8(1), 142-147. 
7 Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif 

Nilai Keadilan. Jurnal Yuridis, 11(1), 54-63. 
8 A. Nugroho, “Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Kredit: Studi Yuridis Normatif,” 

Jurnal Hukum dan Perbankan, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 45–59. 
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Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, 

serta sosialisasi mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur sangat diperlukan. 

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur dapat lebih terjamin dan 

memberikan rasa aman dalam pelaksanaan perjanjian kredit, sehingga mendorong iklim 

usaha yang sehat dan berkeadilan. 

Selain permasalahan struktural dalam penegakan hukum, perlindungan hukum bagi 

kreditur juga terkendala oleh kurangnya integrasi data antar lembaga keuangan dan 

institusi hukum. Akses terhadap informasi mengenai riwayat kredit debitur, status hukum 

jaminan, serta proses peradilan yang sedang berjalan sering kali terbatas atau tidak 

tersedia secara real-time. Kondisi ini menyebabkan kreditur kesulitan dalam mengambil 

keputusan yang tepat dan cepat terkait penanganan kredit bermasalah. Oleh karena itu, 

pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mencakup data hukum dan keuangan 

sangat penting untuk mendukung transparansi serta efisiensi dalam perlindungan hukum 

kreditur. Sistem semacam ini dapat menjadi alat deteksi dini untuk mencegah risiko gagal 

bayar sejak awal proses kredit berlangsung. 

Lebih jauh, praktik perlindungan hukum bagi kreditur juga perlu 

mempertimbangkan perkembangan teknologi finansial (fintech) yang memperluas bentuk 

dan mekanisme perjanjian kredit. Saat ini, banyak transaksi pembiayaan dilakukan secara 

digital, namun belum seluruhnya diatur secara rinci dalam perundang-undangan yang ada. 

Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat merugikan kreditur apabila terjadi sengketa. 

Penyesuaian regulasi yang adaptif terhadap dinamika digital menjadi krusial agar 

perlindungan hukum tidak tertinggal dari perkembangan industri. Selain itu, penguatan 

kerangka hukum yang mengatur pembuktian digital, tanda tangan elektronik, dan 

eksekusi jaminan secara daring akan sangat membantu menjamin kepastian hukum di era 

digital. 

Sebagai upaya peningkatan efektivitas perlindungan hukum, peran lembaga 

mediasi dan arbitrase juga perlu diperkuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang 

lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Pemanfaatan forum 

alternatif ini tidak hanya mengurangi beban peradilan, tetapi juga dapat memberikan 

solusi yang lebih fleksibel dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. 

Pemerintah dapat mendorong penggunaan mediasi wajib dalam sengketa kredit, terutama 

pada tahap awal perselisihan, sebelum dilakukan langkah hukum formal. Di samping itu, 

pembentukan unit khusus di lembaga keuangan yang menangani pengawasan dan 

penyelesaian sengketa secara internal juga dapat menjadi strategi proaktif dalam 

memperkuat posisi kreditur. 

 

2. Peran Jaminan dan Pengawasan Otoritas dalam Menjamin Perlindungan 

Kreditur 
Penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks perjanjian kredit, risiko 

wanprestasi debitur menjadi isu sentral yang memerlukan perlindungan hukum yang 

efektif bagi kreditur. Meskipun peraturan yang ada sudah memberikan payung hukum 

untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur, proses hukum yang berjalan sering kali 
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tidak memberikan solusi cepat dan memadai. Hal ini disebabkan oleh lambatnya proses 

eksekusi dan birokrasi yang berbelit, sehingga kreditur sering mengalami kesulitan dalam 

merealisasikan haknya.9 

Dari sisi jaminan kredit, peranannya sebagai instrumen perlindungan hukum sangat 

vital. Namun, kelemahan regulasi dan implementasi pengelolaan jaminan, seperti dalam 

jaminan fidusia, membuat kreditur rentan terhadap risiko kerugian. Ketidakjelasan status 

jaminan dan proses lelang yang tidak transparan menjadi masalah yang mengurangi 

efektivitas perlindungan hukum kreditur. Situasi ini menuntut adanya pembenahan 

prosedur dan standar yang jelas dalam pengelolaan jaminan. 

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkap pentingnya pengawasan yang ketat 

dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga peradilan, untuk 

memastikan proses perjanjian kredit berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan 

kepastian hukum. Kurangnya pengawasan memungkinkan terjadinya penyimpangan 

yang merugikan kreditur, khususnya dalam kasus kredit macet dan sengketa kredit. untuk 

meningkatkan perlindungan hukum kreditur, dibutuhkan harmonisasi regulasi yang lebih 

baik, perbaikan proses eksekusi, dan peningkatan profesionalisme kurator serta aparat 

penegak hukum. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat posisi kreditur dalam 

perjanjian kredit sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan 

debitur.10 

Selain hambatan prosedural, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan 

perlindungan hukum bagi kreditur juga diperparah oleh kurangnya konsistensi putusan 

pengadilan dalam kasus wanprestasi. Perbedaan tafsir hakim terhadap klausul perjanjian 

kredit menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan kreditur, terutama dalam hal 

penafsiran default atau keterlambatan pembayaran. Ketidakkonsistenan ini 

mengakibatkan tidak adanya standar baku dalam menyelesaikan sengketa, sehingga 

menurunkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan terhadap sistem hukum yang 

berlaku. Diperlukan pedoman yudisial yang lebih komprehensif agar hakim memiliki 

acuan dalam memutus perkara kredit secara lebih konsisten dan adil. 

Pada aspek jaminan, meskipun hukum fidusia di Indonesia telah diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, implementasinya seringkali tidak memberikan 

kepastian kepada kreditur. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, eksekusi jaminan fidusia 

terganjal oleh ketentuan administratif, seperti keharusan memperoleh putusan pengadilan 

meskipun perjanjian fidusia telah menyatakan hak eksekusi langsung. Hal ini 

menimbulkan dualisme antara teori hukum dan praktik lapangan, yang melemahkan 

efektivitas perlindungan terhadap hak kreditur. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi 

dan penegasan kembali atas aturan pelaksanaan hukum fidusia agar sejalan dengan 

kebutuhan dunia usaha dan perlindungan kepentingan kreditur.11 

 
9 S. Wulandari, “Kendala Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perlindungan Kreditur,” Jurnal Ilmu 

Hukum, vol. 8, no. 2, 2022, hlm. 102–115. 
10 R. A. Suhendra, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit: Studi 

Putusan Pengadilan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 1, 2021, hlm. 89–102. 
11 N. P. Yuliana, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia", Jurnal 

Ilmu Hukum Amarta, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 123–131. 
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Penguatan perlindungan hukum kreditur juga harus dibarengi dengan peningkatan 

transparansi dalam pengawasan lembaga keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Mekanisme audit dan pelaporan internal bank harus lebih terbuka terhadap potensi kredit 

bermasalah, sehingga memungkinkan tindakan preventif sejak dini. Di samping itu, 

sinergi antara OJK, aparat penegak hukum, dan pengadilan harus diperkuat agar proses 

penyelesaian sengketa kredit tidak berlarut-larut. Pendekatan ini tidak hanya memberikan 

kepastian hukum, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan 

terpercaya bagi seluruh pelaku ekonomi. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit sudah diatur secara 

komprehensif melalui berbagai ketentuan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan peraturan perbankan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas 

perlindungan tersebut masih terbatas akibat lambatnya proses hukum dan 

kompleksitas pelaksanaan eksekusi jaminan. Hal ini menimbulkan risiko bagi kreditur 

dalam menuntut haknya sehingga diperlukan perbaikan dalam mekanisme penegakan 

hukum. 
2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum kreditur, dibutuhkan harmonisasi regulasi 

yang lebih baik serta peningkatan kapasitas penegak hukum dan kurator dalam 

mengeksekusi hak kreditur. Selain itu, pengawasan ketat dari otoritas terkait sangat 

penting untuk memastikan proses perjanjian kredit berjalan sesuai prinsip keadilan dan 

kepastian hukum. Langkah ini akan memperkuat posisi kreditur sekaligus menjaga 

keseimbangan dengan kepentingan debitur. 

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penguatan regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait mekanisme 

perlindungan hak kreditur agar dapat meminimalisir risiko wanprestasi dari debitur 

serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit. 

2. Lembaga Dianjurkan agar pihak kreditur menerapkan prosedur verifikasi dan evaluasi 

yang ketat terhadap kemampuan finansial debitur sebelum menandatangani perjanjian 

kredit, guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan mengurangi potensi 

kerugian. 
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